
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR )7 TAHUN 20 18

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG

KABUPATEN PIDIE

Menimbang : a.

BISM ILLAH IRRAHMANiRRAH IM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan
dan pelatihan yang berbasis pada kine4'a dibutuhkan analisis
jabatan untuk me'nujudkan pegawai negeri sipil yang
berdayaguna dal berhasil guna;

bahwa untuk mendapat informasi jabatan yang akurat
terhadap jabatan struktural dan jabatar fungsional umum'
perlu dilakukan analisis jabatan pada Dinas pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kabupaten pidie;

bahwa Peraturan Bupati pidie Nomor 41 Tahun 2ot4 tentang
I{asil Analisis jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
urnum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten pidie
tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatalaksanaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2016
tentang perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, periu menetapkan peraturan
Bupati Pidie tentang l{asii Anaiisis Jabatan struktural dan
Jabatan Fungsional umurn pada Dinas pemberdavaan
Masyarakat dan Gampong Kabupaten pidie;

undang-Undang Nomor z (Drt) Tahun 1gs6 tentang
Pembentukan Daerah c)tonom Kabupaten-Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor lO92);

C.

Mengingat : 1.

b.

d.
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
affi3);

3. undang-Undang Nomor 5 'rahun 2al4 tentang Aparatur sipii
Negara (Lembaran i{egara Repubfik Indonesia Tahun zol4
Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik inclonesia Tahun 2ol4
Nomor 244, Tambahan Lembarar Negara Republik Ind.enesia
Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan undang-undang Nomor g rahun 2arc tentang
Perubahan Kedua atas Unclang-undang Nornor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S6T9J;

5. undang-undang Nomor 30 Tahun 2ol+ tentang Administrasi
Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor '292, Tambahan Lembaran Negara RepuLrlik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun zarc
Nomor 11a);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 12 Tahun zoj,z tentang
Pecloman Pembentukan rian Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A77 Ir{omor aS1);

8. Qanun Kabupaten pidie Nomor s rahun 2016 tentang
Pemtrentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten pidie
(Lembaran Kalrupaten pidie Tahun 2016 Nomor 05.Tambahan
Lembaran Kabupaten pidie Nomor 94);

9. Peraturan Bupati pidie Nomor 13 Tahun 2alr tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Garnpong Kabupaten
Pidie (Berita Daerah Kabupaten pidie Tahun 2alz Nomor 13);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG HASIL ANALISIS
JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D,{N GAMPON
KARUPATBN PIDIE.

Menetapkan



a.)

BAB i
KtrTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten pidie;
2. Bupati adalah Bupati pidie;

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembaltu
Bupati dalam pe,yelenggaraan pemerintahan Iiabupaten
yang terdiri dari sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat, Dinas rlan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pidie;

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat rlan Gampong adalah
Dinas Pemberdayaan Nlasyarakat dan Gampong Kabupaten
Pidie;

5' Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas
Pemberda5.aan Masyarakat dan Gampong Kabupaten pidie;

6. Sekretalis adalah sekretaris pada Dinas pemberclayaan
Masyarakat dan Gampong Kabupaten pidie;

7. Kepala Bidang arlalah Kepala Biilang pacia Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Xlbupaten pidie;

8. Kepala sub Bagian adalah Kepala sub Bagian pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat d.an Gampong Kihupaten pidie;

9. Kepala seksi adalah Kepara seksi pada Dinas pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kabupaten pidie;

10. unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis
operasionai dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentupada Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan -Gr-porrg
Kabupaten Pidie;

11.Kelompok Jabatan Fungsionar aclalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang clan"haf,
seseorang Pegawai Negeri Sipil calam rangka menjalankan
tugas pokok, fungsi, keahlian danTatau keterampilan untuk
mencapai tujual organisasi;

12. Analisis Jabatan adalah proses, rnetoda dan teknik untuk
rnendapatkan etrata jabatan _y--ang diolah menjacli informasijabatan guna penyusunan kebijakain program
pembinaan/penataan keiembagaan, ketatalaki*ri**,
kepegarvaian cian perencanaan kebutuhan pendidikan danpelatihan serta urnpan balik bagi organisasi dan
tatalaksana;

13. Uraian Jabatan adalah cakupal iniormasi jabatan atasjabat yang tercantum dalarn susunan dan struktur
organisasi;

14. Narna jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan, yang .berupa 

sekelompok tugas
yang melembaga atau menyatu dalam satu waclah jabatan";
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16. Jabatan Fungsional Umum disebut juga dengan jabatan nonstrukturai adalah jabatan fungsionat y."g tugasnya
bersifat fas an pendukung bagihisi organiiasii-

17. Ringkasan Tugas adalah merupakan ikhtisar etari
keseiuruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1
(satu) kalimat;

18. Hasil Kerja adaiah produk atau keluaran (output) -yangharus dicapai oleh jatlatan yang dapat berupa benda,"jasa
dan informasi;

19. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak
kerja (tugas) menjadi hasil kerja y"rg dapat berupa benda
berwujud dan trenda tak ber-wujud; -

20. Perangkat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan keqia
dan alat keqia lainnya yang cligunakan uniuk *.rrrp.o.iu
bahan kerja menjadi hasil kerja;

21. Rincian Tugas adalah paparar atau bentangan atas serlua
tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yarlg dilakukan
pemegang jabatan dalam memproses bahan kerJ'a menjadi
hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja. dan daiam
kondisi pelaksanaan tertentu;

22.Keadaan Tempat Ker.1a adalah gambaran tentang kondisi
tempat beserta lingkungan di sekitar tempat t<e4a yang

n dampak negatif atau menimbulkan risiko
pegawai yang berada di dalamnya;

23' upaya Fisik adarah merupakan garnbaran penggunaan
anggota tubuh (rnata, telinga, hidung mulut, tangan, ;ari,bahu, kaki dan pinggang) dalam meiaksanakan tugasjabatan;

24. Kernungkinan Resiko Bahaya adalah resiko atas bahayayang mungkin timbul dan menimpa pegawai sewal<iu
melakukan tu ga s j abatannya;

25, s1,a13t Jabatan adalah kuarifikasi yang harus dipenuhi
pemegang jabatan untuk meiakukan pekeqiaan eitau
memangku jabatan;

26. Tanggungjaw'ab adalah rincian semua jaminan atas
keirerhasilan pelaksanaan tugas oleh penrangku jabatan
sebagai pertanggungjawabannya terhadap kiberhasilan,
kerahasiaan, keselamatan, kerapian clan keamanan;

2T.wewenang adalah hak pemangku jabatan untuk menganibil
tindakan dalam rangka pelal<sanaan tugas dan fungsl serta
menentukan tata cara dan tinrlakan yang perlu diambil
daiam melaksanakan dan menyelesaika, p.k.4.".;

28. Hubungan Kerja adalah rangkaian proseclur dan tata kerja
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BAB II
HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati pidie ini ditetapkan hasil analisis
jaLratan pada Dinas Pemtlerdayaan trr{asyarakat dan Gampong
Kabupaten Pidie yang terdiri dari :

a. Analisis jabatan struktural;
b. Analisis jabatan fungsional umum.

Pasa-l 3

(1) Analisis jabatan struktural sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unii
Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Analisis jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional
umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon
terendah.

(3) Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud da_lam pasal 2
merupakan uraian jabatan yaxg mencakup :

a. identitas jabatan;
b. ringkasan tugas;
c. rincian tugas;
d. wewenang;
e. tanggungjawab;
f. hasil kerja;
g. bahan kerja;
h. peralatan kerja;
i. hubungal keqja;
j. keadaan tempat kerja;
k. upaya fisik;
1. kemungkinan resiko bahaya; dan
m. syarat jabatan.

Pasal 4

Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tiCak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEGUNAAN HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5

(1) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai dasar dalam
penyusunar kebijakan prograrn pembinaan f penataan
kelembagaan, kepegawaial, ketata-laksanaan serta
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : L Aprit 2019 M

1, Rqjab 1439 H

:Sigli
: Z April 20 18 M

1, Rajab 1439 H

pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati
Pidie Nomor 41 Tahun 2or4 tentang Hasil Analisis jabatan
struktural dan Jabatan Fungsional umum pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten pidie (Birita DaerahKabupaten Pidie Tahun 2ot4 Nomor 47), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkan di
Pada tanggal

,.1RA

IE,

EKRETARIS DAE
KABUPATEN PID

S

MULTYADI

BERITA DAERAH KABUPATtrN PIDIE TAHUN 2A:.8 NOMORIT


